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Abstraks

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pendapatan daerah dan retribusi daerah terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah dan bagaimana pendapatan daerah mampu memediasi pengaruh kedua variable
tersebut. Penelitian ini menggunakan data pertumbuhan daerah dan pendapatan asli daerah triwulanan kota Depok
dengan periode waktu 2015 — 2020 sehingga penelitian ini mneggunakan 24 data. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini membuktikan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah dan pendapatan asli daerah memperkuat hubungan pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi
daerah.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Retribusi daerah , Pajak Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Abtract

The main purpose of this study is to see the influence of regional income and regional levies on regional economic
growth and how regional income is able to mediate the influence of these two variables. This study used data on
regional growth and original income of the quarterly area of Depok city with a time period of 2015 - 2020 so that
this study used 24 data. This research uses descriptive qualitative methods. This research proves that local taxes
have a positive effect on regional economic growth and local indigenous income strengthens the relationship
between local taxes and regional economic growth.

Keyword : Regional Original Income, Regional Levies, Regional Taxes, Regional Economic Growth



PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses
yang berkesinambungan yang meliputi segala
bidang. Pelaksanaan pembangunan diupayakan
berjalan selaras, seimbang, dan saling
menunjang antara bidang yang satu dengan
bidang yang lain sehingga tidak terjadi
kesenjangan. Pembangunan bertujuan untuk
menciptakan kemakmuran dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Pembangunan daerah
sebagai bagian integral dari pembangunan
nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip
otonomi daerah. Hal ini ditujukan untuk
memberikan kesempatan bagi peningkatan
demokrasi dan kinerja daerah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
daerahnya sendiri. Penyelenggaraan
pemerintah daerah sebagai subsistem negara
dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna
dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

Seiring dengan bergulirnya otonomi
daerah, telah merubah paradigma
penyelenggaraan pemerintahan di  daerah
dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik
berubah  menjadi  desentralistik  dengan
memberikan otonomi yang seluas-luasnya
sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Nomor UU No. 2 tahun 2015. Pembangunan
daerah menjadi cerminan dari pertumbuhan
ekonomi suatu daerah berkembang. Dengan
pembangunan suatu daerah tidak dapat
dilepaskan hubungannya dengan pendapatan
daerah tersebut. Fokus perhatian berkenaan
dengan pertumbuhan ekonomi adalah persoalan

pendapatan daerah yang berasal dari berbagai
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jenis sumber. Jika menelusuri ketentuan Pasal
157 tersebut di atas, maka dapat diketahui
bahwa di antara sumber pendapatan daerah
tersebut, hanya “Pendapatan Asli Daerah” yang
merupakan sumber pembiayaan sebagai
indikasi atau ketegasan sumber pendapatan
daerah yang otonom. Sebab sumber pendapatan
daerah yang berupa dana perimbangan
merupakan hasil penerimaan yang didasarkan
persentase  perimbangan  tertentu  yang
ditentukan oleh pemerintah pusat. Adapun lain-
lain pendapatan daerah yang sah ditentukan
oleh ukuran yuridis yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

Selanjutnya diantara komponen
Pendapatan Asli Daerah, perlu dicermati
komponen pajak daerah dan retribusi daerah
aspek yuridis yang berimplikasi terhadap
peranannya dalam memberikan kontribusi
terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Kajian
yuridis landasan pajak daerah dan retribusi
daerah harus ditetapkan dalam sebuah undang-
undang sebagaimana yang dinyatakan dalam
Pasal 158 UU No.32/2004: ”Pajak daerah dan
retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-
Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Daerah”.

Pajak daerah dan retribusi daerah
merupakan hal yang menarik untuk diteliti
karena pajak daerah dan retribusi daerah
merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai
penyelenggaraan daerah dan pembangunan
daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah.
Oleh karena itu perlu dianalisis apakah
efektivitas penarikan pajak yang dilakukan oleh

KPP kota depok telah memenuhi sasaran



Yuli dkk, Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah 3

dengan baik, kemudian seberapa besar
kontribusinya terhadap PAD Kota Depok itu
sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah
yang telah diuraikan di atas, maka peneliti
tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian
yang berjudul “Pengaruh  Efektivitas
Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah
dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai

variable intervening di Kota Depok”.

KAJIAN TEORI

A. Pendapatan Daerah

Berdasarkan UU No0.33 tahun 2004
(sebagai pengganti UU No.25 Tahun 1999),
sumber-sumber penerimaan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi meliputi;
pendapatan daerah dan pembiayaan.
Pendapatan  daerah  bersumber  dari
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan
dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan
salah satu sumber pembiayaan daerah yang
utama  dalam  rangka  pelaksanaan
desentralisasi. Karena penyelenggaraan
pemerintahan di daerah akan terlaksana
dengan baik apabila didukung oleh dana
yang memadai, disamping dana Yyang
berasal pusat. Namun demikian meskipun
terdapat bantuan transfer dana dari pusat,
daerah diharapkan tidak selalu bergantung
kepada pusat dalam artian daerah harus
mampu menggali sumber-sumber

pembiayaan yang berasal dari daerahnya
sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah

yang potensial harus digali secara maksimal

namun tetap dalam koridor peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah menetapkan bahwa
penerimaan daerah dalam pelaksanaan
desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah
dan pembiayaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) semakin terasa kontribusinya bagi
pemerintah daerah dalam mendukung dan
memelihara hasil-hasil pengembang yang
telah dilaksanakan dan kelak akan
dilaksanakan dimasa yang akan datang. Hal
demikian lebih mendorong pemerintahan
daerah untuk lebih berupaya meningkatkan
PAD baik dari sektor pajak, retribusi
maupun penerimaan daerah lainnya.
Dengan semakin meningkatnya PAD
memberikan indikasi yang baik bagi
kemampuan daerah dalam pelaksanaan
tugas-tugas pelayan kepada masyarakat
serta  percepatan dan  peningkatan
pembangunan di daerahnya masing-masing.
Salah  satu kriteria  penting  untuk
mengetahui  secara nyata kemampuan
daerah dalam mengatur dan mengurus
rumah tangganya dalam bidang keuangan.
Dengan perkataaan lain, faktor keuangan
merupakan faktor esensial dalam mengatur
tingkat kemampuan daerah dalan mengatur
otomoninya atau dengan kata lain dalam
penyelenggraan urusan rumah tangga

daerahnya membutuhkan dana atau uang.



B. Efektivitas
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris
yaitu effective yang berarti berhasil atau
sesuatu yang dilakukan berhasil. Sedangkan
menurut kamus ilmiah populer
mendefinisikan efektivitas sebagai
ketepatan  penggunaan, hasil guna atau
menunjang tujuan. Pengertian efektivitas
menurut Hidayat (1986) yaitu suatu ukuran
yang menyatakan seberapa jauh target
(kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah
tercapai. Dimana makin besar persentase
target yang dicapai, makin tinggi
efektivitasnya. menurut
Schemerhon (1986:35) efektivitas adalah

pencapaian target output yang diukur

Sedangkan

dengan cara membandingkan output
anggaran atau seharusnya (OA) dengan
output realisasi atau sesungguhnya (OS),
jika (OA) > (OS) disebut efektif. Adapula

C. Kerangka pemikiran

Pajak Daerah
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pengertian efektivitas menurut Prasetyo
Budi  Saksono (1984) vyaitu efektivitas
adalah sebagian besar tingkat kelekatan
output yang dicapai dengan ouput yang
diharapkan dari sejumlah input.

Efektivitas adalah keberhasilan atau
kegagalan dari organisasi dalam mencapai
Menurut ~ Halim  (2004)

efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah

tujuannya.

menunjukkan kemampuan pemeritah daerah
dalam mengumpulkan pajak daerah dan
retribusi daerah sesuai dengan jumlah
penerimaan pajak dan retribusi yang
ditargetkan. Maka efektivitas  yang
dimaksud adalah seberapa besar realisasi
penerimaan pajak daerah dan retribusi
daerah berhasil mencapai target yang
seharusnya dicapai pada suatu periode

tertentu.

(X1)

Retribusi Daerah

Pendapatan Asli

Daerah (Y)

Pertumbuhan
Ekonomi Daerah (Z)

(X2)

Gambar 1. Kerangka Pemkiran

Menurut Sugiyono (2010:39) pengertian
tentang hipotesis adalah jawaban sementara
terhadap rumusan masalah  penelitian,
dikatakan sementara karena jawaban yang

diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta

yang empiris yang diperoleh  melalui
pengumpulan data. Berdasarkan pendapat
tersebut, maka disimpulkan bahwa hipotesis
merupakan

jawaban  sementara  yang

jawabannya belum final karena harus
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dibuktikan

penelitian.

kebenarannya melalui  hasil
Berdasarkan tinjauan teoritis dan kerangka

pemikiran yang telah dikemukakan secara jelas

di atas, maka peneliti dapat mengajukan

hipotesis sebagai berikut :

H1 : Efektivitas Penarikan Pajak berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di
Kota Depok

H2 : Efektivitas Retribusi Daerah berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di
Kota Depok

H3 : Efektivitas
berpengaruh terhadap Pendapatan Asli
Daerah di Kota Depok

H4 :  Efektivitas Retribusi
berpengaruh terhadap Pendapatan Asli
Daerah di Kota Depok

H5:  Efektivitas

berpengaruh

Penarikan Pajak

Daerah

Penarikan Pajak
terhadap  pertumbuhan
ekonomi daerah melalui Pendapatan Asli

Daerah sebagai variabel intervening

H6:  Efektivitas Retribusi Daerah
berpengaruh  terhadap  pertumbuhan
ekonomi daerah melaui Pendapatan

Daerah sebagai variabel intervening
H7 . Efektivitas

Retribusi Daerah berpengaruh terhadap

Penarikan Pajak dan

pertumbuhan ekonomi daerah melalui

Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel

intervening.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian

kuantitatif, dimana  pengumpulan data
berbentuk angka-angka dan hasil penelitian
dianalisis menggunakan perhitungan statistik.
Desain penelitian yang digunakan adalah
desain studi pengujian hipotesis (hypothesis
testing study) untuk menguji pengaruh antar
variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian.
Penelitian ini berfokus pada Pendapatan Daerah
dan Pertumbuhan ekonomi Daerah Kota Depok
periode 2015 sd 2020.AFRE Accounting and

Financial Review

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis efektivitas

Efektivitas merupakan kemampuan untuk
memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang
tepat untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan.
Efektivitas secara harfiah di artikan pengaruh
dan mempunyai daya guna serta membawa
hasil. Tax efektivenes adalah perbandingan
antara penerimaan pajak aktual dengan potensi
penerimaan pajak. Efektivitas pajak secara
tidak langsung menunjukkan seberapa besar
keberhasilan daerah dalam mengumpulkan

pajak dari potensi yang dimilikinya.

Tabel 1. Efektivitas Pajak Daerah tahun 2015 — 2020 Pada Pemerintah Kota Depok

Tahun Triwulan Efektivitas Kriteria
TW1 118% Sangat Efektif
2015 TW 2 131% Sangat Efektif
TW 3 127% Sangat Efektif
TW4 94% Efektif
TW 1 118% Sangat Efektif
2016 TW 2 123% Sangat Efektif
TW 3 116% Sangat Efektif



efektifitas keuangan daerah Kota Depok selama
enam tahun anggaran yaitu sangat efektif dalam
merealisasikan pajak daerah yang telah
ditargetkan berada pada persentase >100%
pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 2020.

Hal ini berarti menunjukkan Kkinerja yang
positif bagi Pemerintah Kota Depok dalam
telah

merealisasikan pajak daerah yang

ditargetkan. Kemampuan Pemerintah Kota
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TW 4 111% Sangat Efektif
TW1 132% Sangat Efektif

2017 TW 2 115% Sangat Efektif
TW 3 133% Sangat Efektif
TW 4 60% Tidak Efektif
TW 1 156% Sangat Efektif

2018 TW 2 123% Sangat Efektif
TW 3 199% Sangat Efektif
TW 4 108% Sangat Efektif
TW 1 107% Sangat Efektif

2019 TW 2 342% Sangat Efektif
TW 3 135% Sangat Efektif
TW 4 99% Efektif
TW1 125% Sangat Efektif

2020 TW 2 48% Tidak Efektif
TW 3 228% Sangat Efektif
TW 4 155% Sangat Efektif

Sumber :
Penelitian ini  menunjukkan tingkat Depok dalam meraup pajak daerah yang telah

ditargetkan menandakan di Kota Depok masih
memiliki banyak sumber PAD yang apabila
bisa baik  dapat

dioptimalkan  dengan

membantutugas-tugas  pemerintahan  dan

pembangunan Kota Depok.

Analisis Regresi
Pengujian regresi pada penelitian ini

ditunjukkan pada tabel 2

Tabel 2. Hasil Uji t dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Dependen

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

Model
B Std. Error Beta
1(Constant) 10,841 ,664 16,334
LNPD ,355 ,039 ,625 9,138
LNRD -,065 ,033 -,106 -1,947
LNPAD ,140 ,035 ,266 4,001
Sumber :
1) Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa signifikan ~ pajak  daerah  terhadap

pajak daerah berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Oleh karena itu

daerah. H1 vyang

menyatakan terdapat pengaruh positif dan

pertumbuhan ekonomi daerah diterima.
2) Pengujian Hipotesis 2 (H2) = Terdapat
pengaruh positif dan signifikan retribusi

daerah terhadap pertumbuhan ekonomi
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daerah. H2 yang menyatakan terdapat
pengaruh positif dan signifikan retribusi
daerah terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah ditolak.

3) Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa
pendapatan asli daerah berpengaruh secara

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi daerah. Jadi H3 yang menyatakan
terdapat pengaruh positif dan signifikan
pendapatan daerah terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah diterima.
Tabel 3 menujukkan hasil regresi terkait
pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah

terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 3. Hasil Uji t dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen

Unstandardized

Standardized

Model Coefficients Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta
1  (Constant) 9,144 1,288 7,097 ,000
LNPD ,680 ,068 ,631 10,014 ,000
LNRD ,133 ,074 ,114 1,807 ,073

Sumber :

4) Pengujian Hipotesis 4 (H4) = Terdapat
pengaruh positif dan signifikan pajak daerah
terhadap pendapatan asli daerah. Hasil
penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak
daerah berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
Oleh karena itu H4 yang menyatakan
terdapat pengaruh positif dan signifikan
pajak daerah terhadap pendapatan asli
daerah diterima.

5) Berdasarkan Tabel 4.12 hasil analisis
statistik dengan IBM SPSS v.22 pada
variabel retribusi daerah (RD) diperoleh
nilai t hitung = 1,807 dengan nilai
signifikansi 0,073 > 0,05. Hal tersebut
menyatakan bahwa retribusi daerah tidak
berpengaruh terhadap literasi keuangan.
Berdasarkan hal tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa H5 yang menyatakan
terdapat pengaruh positif retribusi daerah
terhadap pendapatan asli daerah ditolak.

6) Pengujian Hipotesis 6 (H6) = pendapatan

asli daerah dapat memediasi pengaruh pajak

daerah terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah. Perhitungan uji sobel diperoleh nilai
t hitung sebesar sebesar 5,879 dengan nilai
signifikansi 0,0 < 0,05. Berdasarkan hasil
tersebut pendapatan asli daerah (PAD)
signifikan dalam memediasi pengaruh pajak
daerah (PD) terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah (PED). H6 pendapatan asli daerah
dapat memediasi pengaruh pajak daerah
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
diterima.

7) Pengujian Hipotesis 7 (H7) = pendapatan
asli daerah dapat memediasi pengaruh
retribusi daerah terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah. Berdasarkan hasil uji sobel
melalui aplikasi Sobel Test Calculation for
Significance of Mediation diperoleh nilai t
hitung sebesar sebesar 1,509 dengan nilai
signifikansi  0,065. Berdasarkan hasil
tersebut pendapatan asli daerah (PAD) tidak
mampu dalam memediasi pengaruh retribusi
daerah  (RD)
ekonomi daerah (PAD). H7 pendapatan asli

terhadap  pertumbuhan



daerah dapat memediasi pengaruh retribusi
daerah terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah ditolak.

Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Hipotesis yang menyatakan pajak
daerah berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
diterima berdasarkan hasil penelitian yang
menunjukkan  bahwa  pajak  daerah
berpengaruh secara positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal
ini memiliki arti bahwa semakin meningkat
besaran pajak daerah, maka pertumbuhan
ekonomi daerah juga akan semakin
meningkat. Sebaliknya apabila pajak daerah
semakin menurun, maka pertumbuhan
ekonomi daerah juga akan semakin
menurun. Pemerintahan daerah memiliki
pihak-pihak sebagai pemangku kepentingan
(stakeholder). Menurut Freeman (1984)
bahwa stakeholder merupakan kelompok
maupun individu yang dapat mempengaruhi
atau dipengaruhi oleh proses pencapaian
tujuan organisasi. Peraturan MENPAN
Nomor 54 Tahun 2011 membagi
stakeholder menjadi dua yaitu stakeholder
internal dan eksternal. Peran para
stakeholder internal Kkhususnya manajer
publik maupun stakeholder eksternal
khususnya masyarakat sebagai pembayar
pajak dan pengguna layanan publik saling
mempengaruhi dalam mencapai
kemandirian daerah. Peningkatan pajak
daerah diharapkan mendorong pertumbuhan

ekonomi daerahnya. Jika pada setiap daerah
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mampu mengelola pendapatan atas pajak
secara optimal, maka daerah juga akan
mampu meningkatkan sektor-sektor yang
terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Hal
tersebut dapat dikatakan bahwa
pertumbuhan ekonomi daerah
membutuhkan pajak daerah untuk hal
pembiayaan. Pertumbuhan ekonomi yang
tinggi dan stabil merupakan kondisi utama
bagi kelangsungan daerah tersebut..Sunarto
& Sunyoto (2016) mengungkapkan bahwa
pendapatan pajak daerah digunakan untuk
pembiayaan  pengeluaran  pemerintah
termasuk untuk menopang pertumbuhan
ekonomi daerah. Perpajakan dalam otonomi
daerah  diterapkan guna  menjamin
pertumbuhan  ekonomi  yang  stabil.
Pemerintah  maupun  rakyat  dalam
melaksanakan kebijakan perpajakan diikuti
dengan aktivitas ekonomi, dalam prosesnya
iuran pajak daerah yang dibayarkan rakyat
dan aktivitas ekonomi itu sendiri telah
memberikan kontribusinya dalam
meningkatkan ~ pertumbuhan  ekonomi
daerahnya. Pengaruh positif pajak daerah
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ini
dikarenakan hasil penerimaan pajak daerah
digunakan pemerintah untuk pembangunan
sarana dan prasarana sektor publik yang
dapat dinikmati oleh masyarakat dalam
menunjang  aktivitas ekonomi  yang
menghasilkan produk dan jasa. Aktivitas
ekonomi tersebut merupakan indikasi dari
pertumbuhan ekonomi. Sehingga semakin
besar pajak daerah yang digunakan maka

semakin besar pula pertumbuhan ekonomi.



2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Hipotesis yang menyatakan retribusi
daerah berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi ditolak.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan
bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Hasil analisis deskriptif variabel retribusi
daerah menunjukkan bahwa rata-rata daerah
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018
memiliki penerimaan retribusi daerah dalam
kategori sedang. Penerimaan retribusi yang
cukup belum tentu mampu meningkatkan
pertumbuhan ekonomi daerah karena
meskipun daerah mempunyai kewenangan
untuk menarik retribusi daerah, kewenangan
ini  perlu  dipertimbangkan  dalam
perencanaan mengenai untung- ruginya,
misalnya penentuan tarif layanan publik
dengan biaya penyediaan layanan tersebut.

Hubungan  retribusi  daerah dan
pendapatan asli daerah tak lepas dari peran
para stakeholder. Menurut Freeman (1984)
bahwa stakeholder merupakan kelompok
maupun individu yang dapat mempengaruhi
atau dipengaruhi oleh proses pencapaian
tujuan organisasi. adanya Stakeholder
theory dalam pemerintahan memberikan
konsekuensi pemerintahan daerah agar
mampu meningkatkan kemandirian daerah
yang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi
daerah. Hasil dari penelitian ini tidak selaras
dengan teori yang dijelaskan tersebut,
penerimaan retribusi daerah sendiri tidak
sebanding dengan biaya yang dikeluarkan

sehingga untuk memberikan kontribusi

Yuli dkk, Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah 9

terhadap  pembiayaan  sektor  untuk
pertumbuhan ekonomi menjadi kurang.
Penelitian terdahulu yang mendukung
penelitian ini dilakukan oleh (Mononimbar
et al., 2017) menunjukkan bahwa variabel
retribusi  daerah  tidak  berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah di Kabupaten Minahasa. Hasil
penelitian lain yang serupa oleh Dewi &
Budhi (2018) bahwa retribusi daerah tidak
berpengaruh signifikan terhadap
peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Retribusi daerah  yang  tidak
berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi disebabkan karena
ketidakseimbangan penerimaan retribusi
daerah dengan biaya penyediaan layanan
publik yang tinggi sehingga mengakibatkan
penerimaan retribusi terbilang sangat sangat
kurang. Tingkat perolehan retribusi daerah
yang kurang mencukupi dapat mengganggu
pembiayaan sektor pertumbuhan ekonomi
daerah, pembangunan fasilitas, dan lainnya.
Demikian dari itu, retribusi daerah belum
dapat dikatakan mampu dalam
menyumbang untuk membangun sarana dan
prasarana yang menunjang aktivitas
ekonomi dalam menghasilkan produk jasa
yang berdampak pada meningkatnya

pertumbuhan ekonomi daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan
pembahasan penelitian mengenai pengaruh
pajak daerah dan retribusi daerah terhadap

pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan



10

ekonomi daerah sebagai variabel intervening di
kota Depok periode 2015 — 2020 maka dapat

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pajak daerah berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah, artinya semakin tinggi pajak daerah
maka pendapatan asli daerah juga akan
semakin tinggi pertumbuhan ekonomi
daerah di kota Depok periode 2015 — 2020.
Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah, artinya
semakin tinggi retribusi daerah maka
pertumbuhan ekonomi daerah juga akan
semakin rendah di kota Depok tahun 2015
- 2022

Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif
dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah, artinya semakin tinggi
pendapatan asli daerah maka pertumbuhan
ekonomi daerah juga akan semakin tinggi di
kota Depok tahun 2015 — 2022

Pajak daerah berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pendapatan asli daerah,
artinya semakin tinggi pajak daerah maka
pendapatan asli daerah juga akan semakin
tinggi di kota Depok tahun 2015 — 2022
Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah, artinya
semakin tinggi retribusi daerah maka
pertumbuhan ekonomi daerah juga akan
semakin rendah di kota Depok tahun 2015 —
2022

Pendapatan asli daerah dapat memediasi
pengaruh pajak daerah terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah, artinya
dengan melalui pertumbuhan ekonomi maka

pajak daerah akan semakin berpengaruh
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terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di
kota Depok tahun 2015 — 2022.

7. Pendapatan asli daerah tidak dapat
memediasi  pengaruh  retribusi  daerah
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,
artinya dengan melalui pendaptan asli
daerah, retribusi tetap tidak berpengaruh
terhadap pendapatan asli daerah di kota
Depok tahun 2015 — 2022.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran
yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai
berikut:
1) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian yang menunjukkan
pajak daerah berpengaruh positif terhadap
pendapatan asli daerah dapat didukung lebih
baik lagi dengan intensifikasi melalui
kegiatan sosialisasi kepada masyarakat
untuk menumbuhkan kepatuhan membayar
pajak, sentralisasi  program  aplikasi
perpajakan, dan peningkatan koordinasi
terkait efisiensi administrasi seperti sensus
kendaraan yang tidak melakukan daftar
ulang. Selanjutnya ekstensifikasi melalui
penambahan wajib pajak baru seperti
pendataan potensi masyarakat khususnya
para pelaku usaha yang usahanya menjadi
objek pajak daerah, untuk itu dilakukan
pengawasan dan pembinaan sampai dapat
menjadi wajib pajak.

Hasil penelitian yang menunjukkan
retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap
pendapatan asli daerah agar pemerintah
meninjau perencanaan retribusi daerah

dengan lebih baik terkait pembiayaan
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penyediaan layanan retribusi, penentuan
tarif, pengawasan, dan lain-lain.
2) Bagi Masyarakat
Masyarakat sebagai wajib pajak dan
wajib  retribusi  agar  meningkatkan
kesadaran dalam menjalankan hak dan
kewajiban pajak dan retribusi daerah agar

penerimaannya  semakin meningkat.

Sehingga dari  penerimaan  tersebut

digunakan untuk kemandirian daerah dan

kesejahteraan bersama.
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